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bahwaPeraturanBupatiJenepontoNomor03Tahun20lS
Tentang satuan Biaya Khusus ,ttt rt Kegiatan Pembinaan dan

Pengerrrbangan ;"dt Badan Kesatuan Bangsa' Politik' dan

rerfnaungan Mlsyarakat, sud.ah tidak sesuai lag dengan

perkemb"og* yang ada, sehingga perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu diteua-pkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten

Jeneponto

undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959

Tentan-g PembEntukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L8221;

undang-undang Republik Indonesia Nomor L2 Tahun 20ll
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2Ol2
Tentang Penanganan Konflik Sosial (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al2 Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5315);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2Ol3
Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a3O);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Al4
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,Tasrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun zOtS Tentang perubafran Kedua atasf

2.

3.

4.

5.

s6t)v



6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2OOS Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2OL2 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 25, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5658);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2OL6 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L7 Tahun
2Al3 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AL6 Nomor 26L, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan Oleh
warga Negara Asing {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 262, Tarnbahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5959|;

1O. Peraturan BersatTra. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 20A6 Tentang Pedoman
Pedoman Pelaksanaan T\rgas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dalam Pemeliharaan Kerukrrnan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan
Pendirian Rumah Ibadat;

l,1.Peraturan Menteri Datam Negeri Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 20A6 Tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2AI1 Tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 11 Tahun 2006
Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLL Nomor 2LLl;

12. Perahran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor L2

Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

13. Peraturan Menteri Dala-rr Negeri Republik Indonesia Nornor 34
Tahun 20lA6 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pennbatrran
Kebangsaan di Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5O

Tahun 2O1O Tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing
di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2o1o
Nomor a56l;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2AI1 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan
Evaluasi Perkembantan Politik di Daeralr (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun }AI1 Nomor 7S9l;l
t



Menetapkan

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2OL2 Tentang Pedoman Pedoman Pendidikan Wawasan
Kebangsaan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AL2
Nomor 1060);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Parta.i Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 17441 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun zAfi Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 77
Tahun 2AA Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun ZOLT Nomor 198);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan
Konllik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 506);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8O

Tahun 2Ol5 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036l';

2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2Ol7 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor
1Os1);

2I.Perafriran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57
Tahun 2Ol7 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem
Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Afi Nomor 1O52h

22.Peraf'tran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2O06 Nomor 165);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor
2461.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI JENEPONTO NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN
BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK,
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT. +
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor O3 Tahun 2015
tentang Satu{n Biaya Khusus untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan pada
Badan Kesatpan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat diubah sebagai
berikut:

1. Keten Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam

Pasat 1

Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daeratr adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah sebagai

unsur 
] 
Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupattr adalah Bupati Jeneponto.
4.

5.

6.

Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut adalah Badan
Kesa Bangsa dan Politik Kabupaten Jeneponto.
Ke Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Anggaran yang selanjutnya disingka PA adalah
Bangsa dan Politik selaku Pejabat Pemegang

Anggaran untuk melaksanakan tugas dan
Kesa Bangsa dan Politik.

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala
yang diberi kuasa unhrk melaksanakan sebagian kewenangan

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan
Kesa Bangsa dan Politik.

Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Badan
Kesa Bangsa dan Politik.

itas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah
tas Intelijen Daerah di Kabupaten Jeneponto.

Penasehat FKDM Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan adalah
yang diberikan tugas melakukan pembinaan kepada FKDM yang ada

nya maslng-masrng.
Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah
Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jeneponto.

Dewari Penasehat FKUB Kabupaten adalah Dewan yang diberikan tugas
melalu{rkan pembinaan kepada FKUB yang ada di Kabupaten Jeneponto.
Forur! Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah
Forurd Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Jeneponto.
O"*"r,[ Penasehat FPK Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan adatah
Dewadr yangdiberikan tugas-mLhkukan pembinaan kepada FPK yang ada di
wilayahnya masin g-masin g. f-

t

Kepala Badan
Kewenangan

fungsi Badan

8.

9.

12.

13.

L4.

15.

16.

10. KOMIIIDA Kabupaten adalah Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten yang
dibenfpk dengan Peraturan Bupati.

1 1. Forur! Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM
adalati Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Jeneponto.



12. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK

adala[ sebuah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan
untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan
lingku[rgannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesattlan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar
N Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Tim Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan
Partai Politik tingkat kabupatenlkota adalah Tim yang dibentuk

oleh Bupati Jeneponto untuk melakukan verifikasi kelengkapan
admirr{istrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik
Tingk4t kabupaten Jeneponto.

19. Tim Tlertradu Penanganan Konflik Sosial adalah tim yang dibentuk oleh
perner,intah dan pemerintah daerah dalam rangka koordinasi pencegahan
konflik, koordinasi penghentian konflik, dan koordinasi pemulihan
pascakonflik sesuai dengan kewenangannya.

2O. Tim lterpadu adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah
daeratir dalam upaya pengawasan Ormas.

21. Satuair Biaya Khusus adalah Satuan Biaya berupa harga satuan, tarif, dan
indek$ yang digunakan untuk men)rusun biaya komponen bagi kegiatan
pembiplaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik.

2 L. Mitra Penggalangan adalah orang / badan yang ditugaskan Kepala Badan
datam rangka penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik.

22.Cipta Kondisi adalah orang / badan yang ditugaskan Kepala Badan dalam
ranglrf. membangun, membentuk, menciptakan suatu kondisi yang dapat
mend$rkung pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik.

23. Pengkbordinasian unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror, dan ancaman
terhadap ideologi adalah orang / badaurr yang ditugaskan oleh Kepala Badan
untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan
polititr{.

24. Pemarftauan unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror, dan ancaman terhadap
ideologi adalah orang / badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk
melak]ukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik.

25. Fasilid.asi dan dukungan teknis dalam pembinaan dan pengembangan
kesatrhan bangsa dan politik adalah kegiata.n yang ditakuk; oleh orang /
badard yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan ke melakukan
kegiatian penangallan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik.

26. Pencegahan Dini adatah orang / badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan
untuk mengantisipasi, menghadapi potensi dan indikasi yang akan
menSg[anggu pengembangan kesatuan bangsa dan politik.

2. Ketentuar.,r Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

1. Lingklrp kegiatan dari Peraturan Bupati ini adalah satuan:. biaya untuk
pembdrian honorarium, konsumsi, akomodasi, dan publikasi.

2. Satuapr Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat L diperuntukkan bagi
kegiatlan ;+

I
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b.

c.
d.

gkoordinasian, pemantaua.n, pencegahan dini, penelitian lapangan
pengawasan organisasi kemasyarakatan di bidang kesatuan bangsa
politik;
ititasi dan dukungan teknis dalam menggerakkan peran serta
baga kemasyarakatan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan

dan cipta kondisi dibidang kesatuan bangsa dan politik.
kelengkapan administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan
Partai Politik tingkat kabupaten / kota;

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk peptanggungiawaban penggunaan €mggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pishl 3 ayat 2 masing-masing harus ditengkapi dengan dokurnen sebagai
berikut:
a. Kom itas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Koordinasi Pimpinan di

(FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
(Fo

Tim

PIMCA), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum
Urnat Beragama {FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan {FPA,

Kelengkapan Administrasi Peng4iuan Permohonan Bantuan
Partai Politik, Tim Peneliti Dokumen dan Tim Peneliti Lapangan

Kemasyarakatan, Rlsat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
, Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah, Tim Terpadu
asan Organisasi Kemasyarakatan, dan Tim Terpadu Penangallan
Sosial :

'2',1 Laporan'r'erru[s;
3) Do}cumen lainnya yang diperlukan (selebaran, Ihoto,

a. P"4
dart

3.

b.

SE

Kl tansi yang ditandatangani oleh Penerima.
pencegahan dini / operasional terkait dengan unjuk rasa, konflik
aksi teror dan ancarnan terhadap ideologi, fasilitasi dan dukungan
dalam pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik
dengan unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror dan ancarnan terhadap

c.

4l
Untuk
sosial,
teknis
terkai

penggalangan bersama mitra khusus dengan hrjuan khusus :

Thgas dari Kepala Badan;

d.

teror dan ancaman

dan



3) Dokumen lainrrYa
sejenisnYa); dan

yang diperlukan (selebaran, fhoto' video' dan

4l Krritansi uang transPort dan uang makan yang ditanda tangani oleh

Kepala Badan' , t^^-^- *^r^r,666aah r{i<lzrr
5) Kr.:Litansi dari transaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan diskusi'

serrrinar, tabligh akbar; dan/ atau
6) KruLitansi dari- trans#si pembayaran media massa (media cetak I

elektronik)
e.PenelitianLapanganOrganisasiKemasyarakatan:

1) Sunat Tlrgas dari KePala Badan;
2l LrlPoran tertulis;
3) Dokumen lainnya yang diperlukan (selebaran, fhoto, video' dan

se.ienisnYa);

Pasal II

Ketentuan dalam Lampir.an peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2015 Tentang

Satuan Biay-rl Khusus untuk Kegiatan dan Pengembanggn- pada Badan Kesatuan

e;S"., pl,fitif., dan Perlindu-ngan Masyarakat diubah, sehingga berbunyi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini'

Pasal III

Peraturan Brurpati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang pengundangan Peraturan
Kabupaten Jeneponto.Bupati igi

ditetapkan di
pada tanggal

Jeneponto
2r Aelrr$r:.;'s 2OL7

IKSAII

SARIF

A DAII'RAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2017 NOMOR 24.2,



LJIMPIRAN I : PERATURAN BTIPATI JENEPONTO

XOUOR i 24'^ Tahua 2Ot7
TAITGGAL 2 71 A€ustas 2ol7

SATUAII BfAyA KIIUSUS KEGIATAN PEIIGKOORDIIIASIAII, PEMANTAUAITT'

DAN PEfrICEGAHAI{ DINT DI BIDAITG KESATUN{ BAI{GSA DAI{ POLITIK

BUPATI

IKSATS

KOUPOHtT SATUAil BIAYAIlo.
3 4

1 2

1

2

3

4

Honorarium KOMINDA
a. Ketua.
b. Peh*sana Harian
c. Sekrbtaris

Anggota:
d. Unsur FORKOPII\,{DA
e. Unsqr Intelijen & Unsur Terkait
Biaya Pelrnantauan
a. Hon0rarium Petugas Pemantau
b. Uang Makan Petugas Pemantau
Operasional Penanganan Khusus
a. Biayp Pencegahan Dini
b. Biaya Dukungan Personil
c. Biayp Pengerahan Personil
Tim Sekretariat
a. se*[taris
b. Pejalpat Eselon IV-a
c. Sta.f

Orang/Bulart
OranglBulan
Aru*glBulan
Orang/Bulan
Orerrrg/Btlan
AranglB;ulart

Orang/Bulan
Orang/Kegratan

Paket
Paket
Paket

Orang/Bulan
OranglBulan
Orang/Bulan

1.500.o0o
1.400.ooo
1.300.ooo

200.000
800.000

500.ooo
75.OOO

20.ooo.oo0
5.OOO.OOO

15.OOO.OOO

500.o00
400.ooo
300.ooo



LIIMPIRAN II
NOMOR
TAI{GGAL

PERATT'RIIil BUPATI JENEBONTO

u-^ Tahun 2AL7
Lt 46usrur 2A!7

SATUAN nNeva I{HUSUS KEeIATAII FAsILITAsI DAN DUKUITGAN TEKNIS

DALAM ruprecEnarxer ,ERAN SERTA LEITBA*A r{EMASYARATTAT AN

DIBIDAI$GI(ESATUANBANGSADAI{FoLITIK
frlalarn rrrn'

KODIPOITEH SATUAN BIAYA
Ilo.

3 4
1 2

Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
OranglBulan

Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
OrxrylBulan

Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan

ararrglBulan
Orang/Bu1an
Orans/Bulan

500.oo0
400.ooo
300.ooo

l.ooo.oool
e00.0001
sso.oool
800.ooo
700.ooo
700.ooo
650.OOO
600.ooo
500.ooo

500.ooo
400.ooo
300.000
200.ooo

300.ooo
250.000
200.ooo
150.OOO

1

sebagai t
Dalam N
a. Tingf

-P
.P
-\T
-B
- '!il

-p
-$
-Y
-A

b. Tingl
-fr-v-s
-a

c. Tinql

l#l1
S

l-Nt_6l.
I

la. Tim
II a.s
I u.r
I ".f

elaksana Harian

Fonrm-Forum Yang dibentut<
ak lanjut Peraturan Menteri
ri
Kabupaten

akil Penanggungiawab

akil Ketua

ekretaris
fakil Sekretaris
nggota
<at Kecamatan
,etua
fakil Ketua
iekretaris

'nggota
*at Desa / Kelurahan
letua
Uakil Ketua
iekretaris
rnggota

Sekretariat
iekretaris
'ejabat Eselon IV-a
itaf

d. Biay
untt

r Komunikasi (Pulsa Handphone)
k Ketua

Orang/Bulan 50.000

BUPATI JEITEPOilTO,

ISKANDAR



LAMPIRAIT T[{ : PERATUR.,AN BT,PATI JEI{EPOITTO
NOMOR : L4"a, Tahun 2Ot7
TAIIGGAL i 2t 4€us,rue 2Al7

SATUAII E$AYA KIIUSUS KEGIATAN PENGGALI\NGAIT DAltt CIPTA KONDISI
DI BIDAITG KESATUAIT BANGSA DAN POLITIK

ru
No. KOMPOt{E$ SATUAI$ BIAYA

I 2 3 4
1

2

Biaya Mi.1ra Penggalangafl.
Kegiatara mencakup wilayah
a. Kabr:rpaten
b. Keca:nlatan
c. Desa I Kelurahan
Biaya Cipta Kondisi
a. Diskusi, Seminar, Tabligh Akbar, Penggal,angan,

dan lain-lain
Kegiertlan mencakup wilayah
- K,abupaten
- Blecamatan
- fDesa / Kelurahan

b. Propaganda (Pam{let, Leaflet, Spanduk) dan lain-
lain
Kegiartan mencakup wilayah
- Kabupaten
- Kecamatan
- Desa / Kelurahan

c. Media Massa (Media Cetak I Elektronik)
Kegiatan mencakup wilayah
- Kabupaten
- Kecamatan
- Desa / Kelurahan

Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan

Paket
Paket
Paket

Paket
Paket
Paket

Paket
Paket
Paket

5.OOO.OOO

3.OOO.OOO

2.000.o00

50.000.ooo
30.ooo.ooo
20.000.000

20.000.ooo
10.oo0.ooo

5.OO0.OOO

20.ooo.ooo
10.o00.o00
5.000.000

BUPATI JENEITOHTO,k
rKsAN praroan



LITMPIRAN I\[: PERATURAIT BUPATI JENEPOITTO
NOMOR , z4.a Tahun 2AL7
TANGGAL : zt Aeuerus 2Ol7

SATUAIT BIAYA KHUSUS KEGIATAN
TIM VERIFTKASI KTLENGI{APAIT AI'}IINISTRASI PEITGA.'UAIT PERIUOHONAN

BANTUJI"U KTUAITGA,IY PARTAI POLITIK TINGKAT XABUPATEN/KOTA
DI BIDA]IG I(ESATUAN BANGSA DAN FOLITIK

dalam
No. KO}NPONEN SATUAIT BIAYA

1 2 3 4
1 Honorariium Tim Verilikasi Kelengkapan

Adminisllrasi Pengajuan Bantuan Keuangan
Partai Politik Tingkat Kabupaten
- Kett"la
- Wakirl Ketua
- Seknetaris
- Anggpta
- Tim Sekretariat

a. ,$ekretaris
b. IPejabat Eselora IV-a
c. Staf

Orang/Kegiatan
Orang/Kegiatan
Arang/Kegiatan
OranglKegiatan

Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orans/Bulan

700.ooo
650.OOO
600.ooo
550.OOO

500.000
400.000
300.ooo

BUPATI JEITEPIONTO,k
rKsAr{ fsrnxom

K$offi $i[{A$ | / Yfi$et#!K&$l

$ffi xr{iisT'&ftt# E&EftA}l -#

,4lilllTffifr .iitff


